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ABSTRAK 

 

Ada kenaikan drastis dalam jumlah Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA yang 

diterbitkan oleh Mahkamah Agung dalam tiga tahun terakhir. Tulisan ini melihat hukum yang 

berlaku mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam menyusun dan menerbitkan 

Peraturan Mahkamah Agung dan juga melihat bagaimana Mahkamah Agung menjalankan 

kewenangannya tersebut, salah satunya dengan melihat dua PERMA yang diterbitkan di tahun 

2016. Analisis yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa Mahkamah Agung kerap 

menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung yang melebihi batasan yang diperbolehkan oleh 

hukum dengan memuat isi hukum materiil dengan alasan demi keadilan atau untuk mengisi 

kekosongan hukum. Meskipun mungkin memang diperlukan, mengatasi masalah tersebut 

melalui Peraturan Mahkamah Agung bukan merupakan solusi yang tepat karena dapat, dan 

telah (sebagaimana ditunjukkan di dalam tulisan ini), menimbulkan tumpang tindih hukum dan 

tidak didukung dengan proses checks and balances yang optimal dan karenanya berpotensi 

melanggar hak asasi warga negara Indonesia. 

 

Kata Kunci: Peraturan Perundang-undangan, checks and balances, Mahkamah Agung, 

Peraturan Mahkamah Agung. 

 

 

 

 

The last three years have shown a dramatic increase in the number of Supreme Court 

Regulations or PERMA issued by the Indonesian Supreme Court. This paper looks into the law 

currently in place relating to the authority of the Indonesian Supreme Court when drafting and 

issuing PERMA and to see how the authority has been implemented by the Indonesian Supreme 

Court, among others by examining two PERMA issued in 2016. The analysis carried out shows 

that the Indonesian Supreme Court often issues PERMA in breach of the limits set down by the 

law, by regulating matters that are of substantive nature, on the basis of justice or to fill the 

gap in the law. Although needed, dealing with this issue through a PERMA is not the correct 

solution, as it can, and has (as shown herein), resulted in regulatory overlaps and is not 

supported with an effective process of checks and balances and therefore may result in a breach 

of human rights of Indonesian citizens.  

 

Key words: Laws and regulations, checks and balances, Supreme Court, Supreme Court 

Regulations. 
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BAB I – PENDAHULUAN 

 

I. Latar Belakang Masalah 

 

Trias politica yang dicetuskan oleh Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan 

suatu negara ke dalam tiga cabang; kekuasaan legislatif untuk membuat peraturan, 

kekuasaan eksekutif untuk menjalankan peraturan, dan kekuasaan yudisial untuk 

mengawasi dan mengadili proses penerapan peraturan. Trias politica ini diterapkan di 

Indonesia dengan cara mengamanatkan kekuasaan legislatif kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan 

Daerah; kekuasaan eksekutif kepada Presiden; dan kekuasaan yudikatif kepada 

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi serta lembaga peradilan lain di 

bawahnya. Teori Montesquieu ini tentunya tidak berhenti di ruang hampa dan seiring 

berjalannya waktu, pembagian kekuasaaan antara tiga cabang kekuasaan tersebut 

menjadi lebih kabur karena banyaknya institusi yang tidak lagi dapat dikategorisasikan 

secara jelas atau definit sebagai badan legislatif, eksekutif atau yudikatif1. 

 

Lembaga seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) misalnya, 

menggabungkan tiga cabang kekuasaan dalam satu badan negara, dengan kekuasaan 

untuk membentuk peraturan sehubungan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 5 

tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

(UU Anti Monopoli), kekuasaan untuk mengawasi penerapan UU Anti Monopoli dan 

peraturan yang dibentuk oleh KPPU sendiri salah satunya dengan melakukan 

                                                           
1 Bruce Ackerman, “Good-bye, Montesquieu” dalam Comparative Administrative Law, peny. Susan Rose-

Ackerman dan Peter L. Lindseth (Edward Elgar: 2010), hlm. 129. 
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penyelidikan kasus dugaan praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat, 

dan kemudian memeriksa dan mengadili dugaan praktek monopoli atau persaingan 

usaha yang tidak sehat tersebut melalui putusan KPPU yang bersifat mengikat.  

 

Mahkamah Agung adalah lembaga yang diberikan tugas oleh Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) untuk menjalankan kekuasaan 

kehakiman2, dan kekuasaan kehakiman ini diartikan sebagai kekuasaan yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan3. Meskipun 

pada dasarnya merupakan badan yudisial, Mahkamah Agung juga diberikan peran 

menyusun peraturan perundang-undangan, dan fungsi Mahkamah Agung inilah yang 

akan dijadikan fokus skripsi ini. 

 

Pasal 24A UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan 

untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah 

undang-undang terhadap undang-undang, dan wewenang lainnya yang diberikan 

undang-undang. Undang-undang yang memberikan “wewenang lain” tersebut salah 

satunya adalah Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. 

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 

tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

(UU MA). UU MA menentukan bahwa Mahkamah Agung diberikan wewenang antara 

lain untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis 

peradilan dari semua lingkungan peradilan4 dan juga untuk memberi petunjuk, tegoran, 

                                                           
2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 24 ayat (2). 
3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 24 ayat (1). 
4 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang 
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atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan 

peradilan5. UU MA juga menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih 

lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila 

terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam UU MA tersebut6. 

 

Kewenangan Mahkamah Agung dalam membentuk peraturan dan statusnya dalam 

hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dijelaskan lebih dalam di Undang-

Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 

No. 12/2011). Menurut UU No. 12/2011, peraturan perundang-undangan di Indonesia 

terdiri atas UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR), 

Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

(Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah 

(Perda) Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota7. Selain ketujuh instrumen hukum 

tersebut, UU No. 12/2011 lebih lanjut menyatakan bahwa instrumen lain yang diterima 

sebagai peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang ditetapkan oleh lembaga 

lain, termasuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi8. Peraturan yang dibuat 

oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi tersebut diakui keberadaannya dan 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan9. 

                                                           
Perubahan atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Ps. 32 ayat 

(3). 
5 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Ps. 32 ayat 

(4). 
6 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Ps. 79. 
7 Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Ps. 7 ayat (1). 
8 Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Ps. 8 ayat (1). 
9 Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Ps. 8 ayat (2). 
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Landasan-landasan hukum di ataslah yang digunakan oleh Mahkamah Agung sebagai 

dasar untuk mengeluarkan berbagai produk hukum dalam bentuk Peraturan Mahkamah 

Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Fatwa Mahkamah 

Agung dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA). PERMA 

merupakan suatu bentuk peraturan dari prinsip Mahkamah Agung yang ditujukan ke 

seluruh jajaran peradilan tertentu yang berisi ketentuan bersifat hukum acara 

peradilan10. Tulisan ini akan melihat kedudukan PERMA dalam sistem peraturan 

perundang-undangan di Indonesia dan juga tata cara dan kewenangan Mahkamah 

Agung dalam menyusun PERMA. Selain itu, sebagai gambaran praktik pelaksanaan 

kewenangan tersebut oleh Mahkamah Agung, tulisan ini akan menyoroti dua PERMA 

yang diterbitkan di tahun 2016 untuk melihat kesesuaian pelaksanaan kekuasaan oleh 

Mahkamah Agung dengan batasan dan kewenangan yang telah ditetapkan oleh undang-

undang. 

 

II. Pertanyaan Penelitian 

 

Pertanyaan penelitian yang dicoba dijawab dalam tulisan ini adalah sebagai berikut. 

Pertama, seperti apakah kewenangan Mahkamah Agung dalam pembentukan PERMA? 

Kedua, bagaimanakah pada praktiknya kewenangan pembentukan PERMA tersebut 

dijalankan oleh Mahkamah Agung? 

 

 

 

                                                           
10 Henry P. Panggabean, Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktek Sehari-hari, (Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 

2001), hlm. 144. 
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III. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini ditujukan untuk mencoba menjawab dua pertanyaan penelitian di atas. 

Sehubungan dengan pertanyaan pertama mengenai kewenangan Mahkamah Agung 

dalam pembentukan PERMA, penulis akan melihat letak PERMA dalam peraturan 

perundang-undangan di Indonesia dan juga proses yang dilakukan oleh Mahkamah 

Agung dalam membentuk PERMA. Sehubungan dengan pertanyaan kedua mengenai 

praktik pelaksanaan kewenangan pembentukan PERMA oleh Mahkamah Agung, 

penulis akan melihat bagaimana Mahkamah Agung menjalankan kewenangannya 

membentuk PERMA, dari jumlah dan topik PERMA yang diterbitkan dan juga dengan 

menganalisis isi dua PERMA yang diterbitkan di tahun 2016. Contoh konkrit 

pelaksanaan kewenangan oleh Mahkamah Agung ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman lebih mengenai apakah Mahkamah Agung menjalankan kewenangan 

tersebut sesuai dengan ketentuan dan batasan yang sudah ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan.  

 

IV. Kegunaan Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat mengingatkan kembali kepada Mahkamah Agung 

mengenai hal-hal apa yang sebenarnya menjadi masuk lingkup tanggung jawab mereka 

terutama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Meskipun merupakan 

lembaga yudisial tertinggi di Indonesia, Mahkamah Agung tentunya tetap harus tunduk 

pada batasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat untuk dapat melihat berbagai produk 

hukum yang diterbitkan Mahkamah Agung secara lebih kritis, untuk tidak semata-mata 

menerima tanpa melihat apakah produk hukum tersebut sesuai dengan lingkup 

wewenang Mahkamah Agung. Selain itu, solusi yang akan ditawarkan diharapkan 

dapat menjadi pertimbangan untuk mengatasi kekosongan hukum yang dicoba untuk 

diselesaikan oleh Mahkamah Agung melalui pembentukan peraturan Mahkamah 

Agung dan memperkuat proses checks and balances terhadap PERMA. 

 

V. Kerangka Pemikiran 

 

A. Teori Pembagian Kekuasaan, Trias Politica dan Checks and Balances 

 

Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu atau yang 

lebih dikenal sebagai Montesquieu adalah seorang filsuf sosial politik Perancis 

yang melahirkan istilah "trias politica" atau "pemisahan kekuasaan" dalam 

tulisannya yang berjudul Spirit of the Laws. Dalam Spirit of the 

Laws, Montesquieu mengedepankan isu bahwa kewenangan politik negara 

secara idealnya terbagi menjadi tiga kekuasaan yang berbeda; legislatif, 

eksekutif dan yudikatif. Untuk mencapai kebebasan politik, menurut 

Montesquieu pemerintah harus didirikan sebagaimana rupa sehingga seseorang 

tidak lagi takut terhadap orang lain. Apabila kekuasaan legislatif dan eksekutif 

berada di pihak yang sama, maka menurutnya tidak akan tercapai kebebasan, 

karena saat pemimpin menerbitkan hukum yang bersifat tirani, maka mereka 
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juga akan menjalankan hukum tersebut dengan cara tirani11. Kebebasan juga 

tidak akan tercapai apabila kekuasaan yudikatif tidak dipisahkan dari legislatif 

atau eksekutif. Apabila kekuasaan yudikatif digabungkan dengan kekuasaan 

legislatif, maka hidup dan kebebasan subyek negara akan tunduk pada keadilan 

yang dilaksanakan secara sewenang-wenang, karena hakim yang mengadili 

juga merupakan perumus kebijakan. Sedangkan apabila kekuasaan yudikatif 

digabungkan dengan kekuasaan eksekutif, maka hakim dapat bertindak dengan 

penuh kekerasan dan penindasan12 dalam menjalankan dan kemudian 

menginterpretasikan hukum. Montesquieu bahkan dengan amat tegas 

menyatakan bahwa “there would be an end of everything, were the same man 

or the same body, whether of the nobles or of the people, to exercise those three 

powers, that of enacting laws, that of executing the public resolutions, and of 

trying the causes of individuals”13.  

 

Meskipun adanya teori pemisahan kekuasaan tersebut, ada juga para pihak yang 

berpendapat bahwa persyaratan pembagian kekuasaan pemerintahan ke tiga 

badan kekuasaan harus dimaknai secara liberal dan tidak diartikan secara 

kaku14, sehingga tujuan konstitusi (dalam hal ini konstitusi Amerika Serikat) 

bukanlah untuk mencapai pemisahan sepenuhnya ketiga cabang kekuasaan 

tersebut15. Montesquieu juga dianggap tidak bermaksud bahwa badan legislatif 

dan badan eksekutif tidak boleh memiliki pengaruh atau kendali akan tindakan 

                                                           
11 Charles de Secondat, Baron de Montesquieu, The Spirit of Laws (Kitchener: Batoche Books, 2001), hlm. 173, 

diakses 31 Oktober 2018, https://socialsciences.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/montesquieu/spiritoflaws.pdf. 
12 Ibid. 
13 Ibid, hlm. 174. 
14 Tyrrell Williams, “The Source of Authority for Rules of Court Affecting Procedure”, Washington University 

Law Review, 22 Wash. U. L. Q. 459 (1937), hlm. 475, diakses 21 November 2018, 

https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4340&context=law_lawreview. 
15 Ibid. 
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satu sama lain, namun hanya bahwa tidak ada satu badan pun yang boleh 

melaksanakan seluruh kekuasaan dari badan lain16. 

 

Mengalir dari teori pemisahan kekuasaan ini adalah prinsip checks and 

balances, yaitu keadaan di mana tiap cabang kekuasaan saling mengendalikan 

dan mengimbangi satu sama lain, sehingga diharapkan bahwa tidak akan terjadi 

penyalahgunaan kekuasaan oleh masing-masing pemegang kekuasaan yang 

seharusnya bersifat independen satu sama lain17.  

 

B. Teori Kekuasaan Kehakiman 

 

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah salah satu cara 

untuk mencegah tindakan kesewenang-wenangan oleh pemerintah dan sebagai 

cara untuk menjamin dan melindungi warga negara, karena produk hukum dan 

peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia seringkali hadir 

dalam bentuk yang tidak sempurna18. Menurut Jimly Asshiddiqie, salah satu ciri 

yang dianggap penting dalam setiap negara demokrasi yang berdasar hukum 

adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak19.  

 

Karena pentingnya cabang kekuasaan ini, maka Amandemen Ketiga UUD 1945 

kemudian menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman yang 

                                                           
16 Ivor Jennings, The Law and the Constitution, dikutip dalam A. W. Bradley dan K. D. Ewing, Constitutional 

and Administrative Law (London dan New York: Longman, 1997), hlm. 90. 
17 John Alder and Peter English, Constitutional and Administrative Law, (London, Macmillan, 1989), hlm. 53-54, 

dikutip dalam Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi), 2006, hlm. 21. 
18 Jimly Asshiddiqie, supra note 17, hlm. 46. 
19 Ibid, hlm. 47. 
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diharapkan ada di Indonesia dengan menyatakan bahwa “Kekuasaan 

Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”20. Hal ini ditekankan kembali 

dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 

Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman 

adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya 

Negara Hukum Republik Indonesia”21. Peradilan tersebut dilakukan “Demi 

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”22 dan dengan menerapkan 

dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila23.  

 

C. Teori Peraturan Perundang-undangan  

 

Bagir Manan mengartikan peraturan perundang-undangan sebagai setiap 

keputusan yang tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang 

berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum; 

merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan 

mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan; merupakan 

peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, yang 

artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada obyek, peristiwa atau gejala 

                                                           
20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 24 ayat (1). 
21 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Ps. 1 angka 1. 
22 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Ps. 2 ayat (1). 
23 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Ps. 2 ayat (2). 
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konkret tertentu; dan merupakan wet materiele zin atau undang-undang 

material24. 

 

Juga menurut Bagir Manan, peraturan perundang-undangan memiliki dua 

fungsi, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal25. Fungsi internal berkaitan 

dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam 

sistem hukum, yang menjalankan fungsi penciptaan hukum, pembaharuan 

hukum, integrasi, dan kepastian hukum; dan fungsi eksternal berkaitan dengan 

fungsi perubahan, stabilisasi dan kemudahan26. Selain dari segi ini, fungsi 

peraturan perundang-undangan juga dapat dilihat dari fungsi filosofis yang 

harus mencapai tujuan keadilan, fungsi sosiologis untuk mencapai tujuan 

kemanfaatan, dan fungsi yuridis untuk mencapai tujuan kepastian hukum27.  

 

UU No. 12/2011 menentukan bahwa pembentukan peraturan perundang-

undangan harus dilakukan dengan dasar asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang baik, yaitu asas yang dijabarkan dalam Pasal 5 yang 

meliputi asas kejelasan tujuan; asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang 

tepat; asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; asas dapat 

dilaksanakan; asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; asas kejelasan rumusan; 

dan asas keterbukaan28. 

 

                                                           
24 Bagir Manan, Ketentuan-ketentuan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam 

Pembangunan Hukum Nasional, dikutip dalam Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-undangan – Jenis, Fungsi 

dan Materi Muatan, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2007), hlm. 10-11. 
25 Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 20. 
26 Ibid, hlm. 21. 
27 Ibid.  
28 Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Ps. 5. 
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VI. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah metode kualitatif, 

karena fokus dari masalah yang akan diteliti adalah perilaku manusia, dalam hal ini 

para hakim Mahkamah Agung. Penelitian yang dilakukan bersifat normatif, yaitu 

penelitian terhadap asas-asas hukum dan penerapannya. Penelitian ini juga bersifat 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Pada penelitian ini, setelah peneliti 

mengumpulkan data dalam melalui penelitian berbagai macam literatur, data tersebut 

kemudian dianalisis lebih mendalam lagi sehingga membentuk kesimpulan yang 

menjawab persoalan sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian. 

 

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan studi kasus. 

Sumber data studi kepustakaan yang didapatkan berupa literatur-literatur mengenai 

lembaga yudisial, kewenangan lembaga yudisial, teori kewenangan lembaga yudisial, 

dan juga teori pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya. Selain itu, 

penulis juga melakukan studi kepustakaan terhadap beberapa PERMA yang diterbitkan 

oleh Mahkamah Agung di tahun 2016 untuk melihat bagaimana kekuasaan 

pembentukan PERMA yang ditentukan oleh undang-undang dijalankan oleh 

Mahkamah Agung. 

 

Sumber data studi kepustakaan banyak diperoleh dari bahan hukum primer, di 

antaranya UUD 1945, peraturan perundang-undangan mengenai Mahkamah Agung dan 

kewenangannya, seperti UU MA, UU Kekuasaan Kehakiman, UU No. 12/2011, dan 

juga berbagai PERMA yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Agung terutama sejak 

tahun 2016. Beberapa sumber hukum internasional juga akan dipelajari untuk melihat 
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bagaimana kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dijalani oleh 

lembaga peradilan tertinggi di negara lain seperti Amerika Serikat dan Belanda. 

Konteks dunia ini dianggap perlu untuk dibaca dan dipahami karena Indonesia tidak 

hidup di ruang vakum, dan hukum di Indonesia semestinya mengindahkan apa yang 

menjadi standar atau praktik internasional. 

 

Selain itu, penulis juga telah melihat bahan hukum sekunder yang sifatnya memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer tersebut seperti hasil-hasil penelitian terutama 

mengenai pembagian kekuasaan negara, teori kekuasaan yudikatif, dan juga kritik 

terhadap produk hukum Mahkamah Agung.   

 

Selain studi kepustakaan, penulis juga telah melakukan studi lapangan dengan 

melakukan wawancara dengan narasumber dari Mahkamah Agung, yaitu DY Witanto, 

Hakim Yustisial Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) dari Mahkamah 

Agung Republik Indonesia, dan juga Yunus Husein, yang selain menjadi Kepala STHI 

Jentera, juga merupakan bagian dari tim pembentuk salah satu PERMA yang akan 

dibahas di bawah. Penulis juga telah melakukan studi kasus dengan melakukan 

pengumpulan data-data dan informasi yang berkaitan dengan produk-produk hukum 

Mahkamah Agung yang telah dipilih untuk diteliti. 

 

Sebagai bentuk penelitian hukum normatif, setelah dikumpulkan, data kemudian 

dikelola dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum dan hasil studi 

lapangan untuk memudahkan analisis dan konstruksi. Dalam menganalisis data 

tersebut, penulis telah mengidentifikasi berbagai PERMA yang dianggap melanggar 

peraturan perundang-undangan yang secara struktural berada di tingkatan di atasnya, 
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peraturan perundang-undangan yang dianggap dilanggar oleh produk hukum 

Mahkamah Agung tersebut, dan juga melakukan sedikit perbandingan dengan sifat 

produk hukum lembaga yudisial tertinggi di negara lain seperti di Amerika Serikat dan 

Belanda29. 

 

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui pencarian buku di perpustakaan Daniel 

S. Lev, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan juga koleksi pribadi, penelusuran 

website Mahkamah Agung untuk berbagai produk hukum Mahkamah Agung, dan juga 

penelusuran berbagai artikel-artikel di jurnal dalam negeri maupun luar negeri seperti 

di Hukumonline.com maupun database atau bank data seperti Westlaw dan Lexis 

Nexis. 

 

VII. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut. 

 

A. Bab I – Pendahuluan 

Bab ini memuat beberapa hal termasuk latar belakang dari Mahkamah Agung 

lembaga yudisial yang merupakan salah satu dari badan yudisial di Indonesia. 

Bab ini juga telah menjelaskan sedikit teori pembagian kekuasaan antara badan 

legislatif, badan eksekutif dan juga badan yudisial dalam suatu negara, 

bagaimana badan legislatif bertugas membuat peraturan, badan eksekutif 

bertugas untuk menjalankan peraturan tersebut, dan pilar ketiga adalah badan 

                                                           
29 Supreme Court di Amerika Serikat diberikan kekuasaan untuk membuat peraturan melalui Act tanggal 19 Juni 

1934 dan Hoge Raad di Nelanda diberikan kekuasaan untuk membentuk Reglementen dan Rolreglementen yang 

mengatur hukum acara Hoge Raad secara umum dan prosedur per kamar di Hoge Raad. 


